
BUPATICIP`EBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR        : 500.6.7.4/Kep.   537     =Distan/2024

LAMPIRAN  : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTLTKAN KOMISI PENC-AWASAN PUPT.K DAN PEST=SIDA

KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang             :   a.     bahv,'a peranan pupuk dan pestisida sangat penting
dalam  peningkatan  produksi  komoditas  pertanian
dalam   rangka   mewujudkan   ketahanan   pangan
nasional dan daerah;

b.     bahwa     untuk     menghindari     dampak     negatif

C.

penggunaan pupuk dan pestisida terhadap kesehatan
manusia    dan    lingkungan,    dan    dalam    rangka
melaksanakan   pengawasan   terhadap   pengadaan,

peredaran,  serta  penggunaan  pupuk  dan  pestisida
guna  menghindari  ten.adinya  penyimpangan,  maka
diperlukan  pengawasan  yang  komprehensif  secara
telpadu antar instansi terkait;
bahwa    berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana
dimaksud   dalam   huruf  a,   dan   huruf   b,   perlu
menetapkan         Kepu tu sam         Bu pati         te ntang
Pembentukan    Komisi    Pengawasan    Pupuk    dan
Pestisida Kabupaten Cirebon;

M€ngingat                :    1.      Undangrundang   Nom.or   14   Tahun   1950   tentang
Pembentukan    Daerah-Daerah    Kabupaten    Dalam
Lingkungan   Propinsi  Djawa  Barat   (Berita  Negara
Republik    Indonesia    tanggal    8    Agustus     1950)

sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang



Nozr.or    4    Tahuri     1968    ter.tarLg    Pemberitukan
Kabupaten   Purwakarta   dan   Kabupaten   Subang
dengan    mengubah    Undang-Undang    Nomor    14
Tahun  1950  tentang  Pembentukan  Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1968
Nomor  31,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
lrfdor.esia Mom.tor 2851 ) ;

2.      Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan  Daerah  (I+embaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan
Ilembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)

sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023
tetntarfg Per.etapari Peraturan  Pemerin€al. Perigganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Keria  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara
Republik    Indonesia    Tahun     2023     Nomor     41,

Tambahan   I.embaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6856) ;

3.      Undang-Undang   Nomor   22   Tahun   2019   tentang
SistemE     Budi      Daya     Pert.anian      Berkelai-£jutar.

(Ilembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2019
Nomor  201,  Tambahan  I,embaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor  6412)  sebagaimana  telah  diubah
beberapa   kali,   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti     Undang-Undang  Nomor  2
Tahuri     2022      teritarJ`g     Cipta     Kerja     rrJerijadi

Undang-Undang      (Lembaran      Negara      Republik
Indonesia    Tahun    2023    Nomor    41,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

4.      Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun  1973 tentang
Pengawasan   Atas   Peredaran,    Penyimpanan   dan
Penggunaan Pestisida;

5.      Peraturai-. PemLeziiritah NomLor 6 Tail-Luri  1995 teritairig

Perlindungan Tanaman  (Lembaran  Negara Republik



Ir.doriesia    Tahur.    1995    Nomor    12,    Tazr.bahar.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3585) ;

6.      Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pupuk    Budidaya    Tanaman    (Lembaran    Negara
Republik     Indonesia    Tahun     2001     Nomor     14,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 4079);

7.      Peraturan  Presider.  NomJor  77  Tahuri  2005  teritaLi-.g
Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalarn
Pengawasan   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan  Presiden  Nomor  15 Tahun  2011  tentang
Perubahan   atas   Peraturan   Presiden   Nomor   77
Tahun  2005  tentang  Penetapan  Pupuk  Bersubsidi
sebagai Barang Dalam Pengawasan;

a-, peratu ra-I            Me riteri            pertaL.-Eiar*            Nomtor

107/Permentan/SR.140/9/2014                       tentang
Pengawasan    Pestisida    (,Berita    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);

9.     Peraturan           Menteri           Pertanian           Nomor
36/PERMENTAN/SR/ 10/2017  tentang  Pendaftaran
Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahur+ 2017 NomLor  1 q71 ) ;

10.   Peraturan   Menteri Pertanian  1 Tahun 2019 tentang
Pendaftaran   Pupuk   Organik,   Pupuk   Hayati   dan
Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 5);

11.   Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun   2019
tentang     Pendaftaran     Pestisida     (Berita     Negara
P`epublik lr2donesia  Tahur. 2019 Mom.or 9€7);

12.   Peraturan Menteri Pertanian Nomor  10 Tahun 2022
tentang  Tata  Cara  Penetapan  Alokasi  dan  Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

(Berita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2022
Nomor   656)   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01  Tahun 2024
ter.tarig Perubahain atas Peraturan Meriteri Pertanian
Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi



Sektor Pertaniai-.  (Berita Negara P`epublik lridoriesia
Tahun 2024 Nomor 206);

13.   Peraturan     Menteri     Perdagangan     Nomor          4
Tahun  2023  tentang  Pengadaan  dan  Penyaluran
Pupuk  Bersubsidi  untuk  Sektor  Pertanian  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);

Memperhatikan      :    1.      Keputusan      Menteri      Pertanian      Nomor      237/
Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan
Pengadaan,  Peredaran  dan  Penggunaan Pupuk An-
Organik;

2.      Keputusan      MerLteri      PertarLian      Norr4or      238,`

Kpts/OT.210/4/2003 tentang  Pedoman Penggunaari
Pupuk An-Orginik;

3 :      Keputusan            M_erT.teri            PertarT.ian            NQm.or

239/Kpts/OT.210/4/2003      tentang     Pengawasan
Formula Pupuk An-Organik;

4.      Keputusan           Menteri           Pertanian           Nomor
142 / Kpts/ OT.050/ 2 / 2016           tentang           Komisi

Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat;

5.      Keputusan           Menteri           Pertanian           Nomor
261/KITS/SR.310/M/4/2019   tentang  Persyaratan
Teknis Minimal Pupuk Organik,  Pupuk Hayati, dan
Pembenah Tanah ;

6.      Kepidtusari            MerLteri            pertariiar`L            NOzrLor

262/Kpts/SR.310/M/4/2019  tentang  Lembaga  Uji

Mutu  dan  Uji  Efektivitas  Pupuk  Organik,  Pupuk
Hayati, dan Pembenah Tanah.

MEMUTUSRAN:

Menetapkan

KES,^LTTVT Men.berituk  Komisi   Periga`J+'asari   Pupuk  dar.   Pestisida
Kabupaten    Cirebon,    dengan    Susunan    Keanggotaan
sebagaimana    tercantum    dalam    Lanpiran    I    yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



•KEDU,AL

KETIGA

KEEMPAT

KBHRA

:   Komisi   Periga'*'asa-.   Pupuk   daL-I   Pestisida   KabidpaterL
Cirebon  sebagaimana  dimaksud  pada  Diktum  KESATU
mempunyal Tugas dan Kewenan`gan dalam melaksanakan

pengawasan terhadap pupuk dan pestisida di Kabupaten
Cirebon sebagaimana tercantum dalam Irdmpiran 11 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

:   Dalaln melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
mempunyai tujuan dan sasaran:

a.   Tujuan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida  adalah
sebagai     wadah     koordinasi     untuk     melakukan

pengawasan   terhadap   peredaran   dan   penggunaan
pupuk  dan  pestisida  secara  terpadu  antar  instansi
terkait di bida-.g pupuk dan pestisida;

b.   Sasaran Komisi pengawas pupuk dan pestisida adalah

1.   Tercipta-iya  koordirtasi  periga'*'asa"i-.  pidpuk  dart

pestisida antar instansi terkait;

2.   Tersedi.arrya  informTasi jeni's  papu'k d-a:n  pesti`sid'a

yang beredar di in.a.sin.g-in.asirT.g daerah.;

3.   Tersedianya informasi mutu pupuk dan pestisida

yang beredar di wihay:ah Kabu.paten Cirebom.

:   Ur.tuk   zr.erigoptimalkar.   pelaksanaan   periga'v'v'asaln   di
tingkat lapangan atau Kecamatan Komisi Pengawas Pupuk
dan Pestisida   Kabupaten  Cirebon dibantu oleh petugas
lapangan   (Balai   Penyuluh   Pertanian   dan   Penyuluh
Organisme Pengganggu Tumbuhan).

:   Pembfay:aan  y:ang  diperlufan  untuk  pe]aksamaam,  tngas7
dan   fungsi   Komisi   Pengawasan   Pupuk  dan   Pestisida
bersumber   pada   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja
Daerah Kabupaten Cirebon dan sumber lain yang sah dan
tidak mengikat.



KEERAM :   Pada    saat    Keputusan    Bupati    ini    mulai    berlaku,
Keputusan   Bupati   Cirebon   Nomor   :   521.33/Kep.220-

Distanbuknakhut/2014   tentang   Pembentukan   Komisi
Pengawasan Pupuk dan Pestisida, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

KETUJUH,               :   Iteputu-sac   Bupati,   ini   mulal   bedaku   pet,a   tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal    1  lfovember  2®24

Pj. BUPATI CIREBON,

wArIVu MljA¥A

Tembusan:
1.  Yth. Pj. Gubemur Jawa Barat;
2.  Yth. .Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3.  Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



LAMPIP.A.N  I      :    KEPUTUSAN BUPATI CIP`EBON

NOMOR       :    500.6.7.4/Kep.   537     -Distan/2024

TArvGGAL    :     a   ltovember  2®2+

TENTANC-    :    PEMBENTUKAN KOMISI PENC-,All,Xr7ASAN PUPUK
DAN PESTISIDA KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

KABUPATEN CIREBON

Pembina

Ketua

Ketua I

Ketua II

Sekretaris

Sekretaris I

Sekretaris 11

Ari88Ota

Pj. Bupati Cirebon

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

KepalaDir.asperdagangarLdar.PerL-[dus+.+anKabupaterE
Cirebon

:   Kepala  Bagian  Perekonomian  dan  Sumber  Daya  Alam
Setda Kabupateri Cirebor.

:   Kepala  Bidang  Prasarana  dan  Sarana  Pertanian  pada
Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

:   Kepala  BidarLg  PerdagarLgar.  dan  Periger.daliafi  Barai-+g
Pokok     Penting     pada     Dinas     Perdagangan     dan
Perindustrian Kabupaten Cirebon

:    1.    Kepala Dip.as Kesehatai-I Kabupaterz cireb`ort

2.    Kepala Dinas Ketenagakeljaan Kabupaten cirebon

3.    Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten cirebon

4.    Unsur Bagian Hukum setda Kabupaten cirebon

5.    Unsur Dinas pertanian Kabupaten cirebon

6.    Unsur Kepolisian Resort Kota cirebon



7.    Unsur Kepolisian Resort cirebon Kota

8.    Unsur Kajaksaan Negeri Kabupaten cirebon

9.    KetuaHKTI

10.  Ketua KTNA

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA



LAMPIPuAN   11     :    KEPLTTLTSAN BUPATI CIP`EB0N

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

500.6.7.4/Kep.   537     -Distan/2024

1   Provember  2©24

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK
DAN PESTISIDA KABUPATEN CIREBON

URAIAN WEWENANG DAN TUGAS KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN

PESTISIDA KABUPATEN CIREBON

A.       KEWENANGAN      KOMISI      PENGAWASAN      PUPUK      DAN      PESTISIDA

KABUP,ALTENCIP`EBON

1.     Menghubungi  instansi  terkait  agar  dapat  membantu  pelaksanaan
Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan mengusulkan petugas dari
instansinya untuk ditetapkan sebagal Pengawas Pupuk dan Pestisida
di tingkat kabupaten kota;

2.     Melakukan pembinaan kepada petugas pengawas pupuk dan pestisida
agar dapat melaksanakari tugasnya dengan baik dan berialan lancar;

3.     Meminta keterarigan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan
instansi   yang   terkait   dengan   Pupuk   dan   Pestisida   mengenai
keragaan/komposisi,   mutu,   harga   dan   Penggunaan   Pupuk   dan
Pestisida     yang     dikelolanya      serta     pendistribusiannya     dan
stok/persediaan ,yan_g ada;

4.     Menerima  laporan  dari  masyarakat  dan/atau  pelaku  usaha  serta
anggota   komisi   tentang   adanya   dugaan   penyimpangan   dalam
Peredaran   Pupuk   dan   Pestisida   serta   penyalahgunaan   dalam
Pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan Pupuk dan Pestisida serta
melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan
tersebut;

5.     Memanggil pemilik untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai
dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan
atau laporan;

6.     Berkoordinasi      dengan      lembaga/instansi      yang      menangani
hukum/ Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menindaklanjuti kegiatan

peredaran,   penggunaan  pupuk  dan  pestisida  yang  bertentangan



dengan       ketentuan      peraturan      perundang=undangan      }'ang
mengakibatkan kerugian pihak lain;

7.     Men'beri peffidapat, saran at.an per¥jelasam` yang berhubunga:m' dengan

hal-hal yang dijL].mpai dalam Pengawasan. Pupuk dart. Pestisid.a;

8.     Melakukan   hal-hal   yang   dianggap   perlu   untuk   menyelaraskan

pe]aksarman tugas PengaREasam Pupuk dam Bestisida sesuai dengan
tugas  pokok,  fungsi  dan  wewenang  masing-masing  instansi  yang
berkaltan   dengan   penanganan   Pupuk   dari   Pestisida   di   tingkat
Kabupaten.

8.      TUGAS   KOMISI   PENGAWASAN   PUPUK  DAN   PESTISIDA     KABUPATEN

CIREBON

1.     Melakukan  pemantauan  baik  secara  langsung  dan  tidak  langsung
terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan

pupuk dan pestisida di wilayah Kabupaten Cirebon;

2.     Melakukan    monitoring    dan    evaluasi    terhadap    laporan    hasil

pengawasan   yang   dilakukan   oleh   instansi   terkait   dan   Komisi
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Cirebon.

C.      MEKANISME PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT KABUPATEN

1.     Pengawasan    oleb    tim/Komisi    Pengawas    Pupuk   dan    Pestisida
dilakukan  secara  Periodik  (Bulanan)   dan  sewaktu-waktu  apabila
diperlukan    pada    Lini    Ill    dan    Lini    IV    (Kios    Pengecer)    serta

petani/ kelompok tani.

2.     Melakukan  rapat  koordinasi  pembahasan  perencanaan  kebutuhan,

penyediaan,  penyaluran  dan  penggunaari  pupuk  bersubsidi  serta
masalah-masalah di lapangan terkait pupuk bersubsidi.

3.     Dinas  Pertanian  melakukan  pengawalan  dan  pembinaan  terhadap

pelaksanaan   penyaluran   pupuk   bersubsidi   agar   sesuai   dengan
peruntukkannya,   salah   satunya   dengan   melakukan   pengawalan
terhadap  pelaksanaan  verifikasi   dan  validasi   penyaluran   pupuk
bersubsidi di tingkat kecamatan.

4.     Dinas perdagariygan dan perindustrian met-aku`kan: pengrwasan. terkait

peraturan  pert.yaltiran  pupuk  bersubsidi  mengenal  Harga  EcerarT.
Tertinggi (HET), Distribusi dari Lini Ill sampai dengan Lini IV.



5. Semua basil kegiatan pemantauan, pembinaan dan rapat kcordir.asi
oleh Tim/Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida  dibuat dalam bentuk
laporan.

D+      TA.PQRAN PEN.ANTAI_TAN PI_JPLJK. BER.SI_JBSIDI

1.     Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi

2`.     Kondisi  stok  di  Lini  Ill  dan  Lini  IV  dllengkapi  dengan  rencana
kebutuhan selama 2 (dua) minggu

3.     Rencana pengadaan (kedatangan pupuk selanjutnya)

4.     Permasalahan dan upaya pemecahan masalah.

E.      MEKANISME     PENGAWASAN     PUPLTK     NON     BERSUBSIDI     TING-KAT

KABUPATEN

1.     Pengawasan pen`gad.aan dflakukan melalui` pemeri-ksaan :

a.     Kesesuian   alamat   perusahaan   dengan   yang   didaftarkan   di
Kementerian Pertanian

b.     .Proses produksi pupuk

c.     Sarana preduksi, tempat penyimpanan pupuk dan pengemasan

d.     Iegalitas perizinan dan penyaluran/peredaran pupuk

e.     Kesesuaian label dan kemasan

f.      Mutu pupuk sesuai yang terdaftar.

2.     Pengawasan peredaran dilakukan melalui pemeriksaan :

a.     Jenis pupukyang beredar

b.     Mutu pupukyang beredar

c.     I,egalitas perizinan dan penyaluran/peredaran pupuk

d.     Kesesuaian label dan kemasan

e.      Publikasi pupuk (bresur,leaflet).

3.     Pengawasan penggunaari dilakukan melalui pemeriksaan :

a.     Jenis pupuk yang digunakan petani

b.     uTumlah,'dosis pupuk yang digunakan petani

c.     Mutu pupuk yarig digunakan petani

d.     Manfaat dan dampak penggunaan pupuk.



F.       MEKA.NISME PENG,A.WASAN PESTISIDA

1.     Pelaksanaan  pengawasan  pestisida  dimulai  dari  tahap  produksi,

peredaran, pen.yimpan`am`, penaggtrmaan seria pemusnahaH.

2.     Pengawasan   terhadap  kualitas  pestisida  dilakukap   dengan   cara

pemeriksaan secara fisik/fisual seperti :

a.     N-ama  dagang  form'ula  da:n   kede  huruf  y-amg  rneTlunjukk-an
form.ula.si

b.     Jenis pestisida dan nana bahan alctif,  isi,  berat bersih dalam
kermsan

c.     Peringatan keamanan dan klasifikasi simbol bahaya

d.     Petunjuk keamanan, gejala keracunan dan pertolongan pertama

pada kece.lakaan suta: perawatan medis

e.     Petunjuk penyimpanan, penggunaan dan petunjuk pemusriahan

f.      Piktogram,   nomor  pendaftaran,   nomor   produksi   dan   tahun
kadal.uarsa

9.     Nama dan alanat pemegang nomor pendaftaran.

h.     Pestisida yang bukan untuk tanaman padi ditambahkan tulisan
"tidak untuk tanaman pedi".

a.      TUGAS   KOMISI   PENGAWASAN   PUPUK  DAN   PESTISIDA     KABUPATEN

CIREBON

1.      Pembina :

a.     Memberikan  arahan  kebijakan  pemantauan  dan  pengawasan

pupuk  dan  pestisida  untuk  sektor  pertanian  di  Kabupaten
Cirebon

b.     Memberikan    masukan    kepada    Komisi    Pengawasan    atas

pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pupuk dan pestisida
untuk sektor pertanian dan _perikanan Kabupaten Cirebon.

2.      Ketua :

a.     Memimpin,    mengkoordinasikan   dan   mengendalikan   Komisi
Pengawasan



b.     Mengkcordinasikan    perencanaan,    pelaksanaan,    pelaporan,
tindak  lanjut  dan  evaluasi  pengawasan  pupuk  dan  pestisida
untuk    sektor    pertanian    di    Kabupaten    Cirebon    den_gan

pemerintah,    Perangkat   Daerah   di   lingkungan    Pemerintah
Kabupaten Cirebon

C. Menyusam dan menyiapkan bahan perumusan kehijakan` serta

pengawasan pupuk dan pestisida

d.     Menyusun dan menyiapkan bahan serta melaksanakan fasilitasi
ko`ordinasi dan pen-b±-ffaaffi Kormifeiffiast Pengarw-asa±I

Memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  Bupati  Cirebon
mengenai    penyelesaian    permasalahan    yang    timbul    yang
berhubungan dengan pemantauan dan pengawasan pupuk dan

pestisida

f.      Melaporkan  hasil  pelaksanaan  pemantauan  dan  pengawasan

pupuk dan pe`stisida.

3.      Ketua I :

a.     Melakukan evaluasi data/informasi hasil pengawasan pupuk dan

pestisida untuk sektor pertanian Kabupaten Cirebon

b.     Membantu    Ketua ` dalam    mengkoordinasikan    perencanaan,

pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan evaluasi pengawasan
pupuk dan pestisida untuk sektor pertanian Kabupaten Cirebon

c.     Mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan.

4.      Ketua Il :

a.     Membantu    Ketua   dan    Ketua   I    dalam   menyusun   bahan

pengawasan   pupuk   dan   pestisida   untuk   sektor   pertanian
Kabupaten Cirebon

b.     Men.bantu  Ketua  dan  Ketua  I  dalam  memfasilita-st  persiapar.i.

pelaksanaan kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida untuk
sektor pertanian Kabupaten Cirebon



C. ketewakili  Ketra  dan  K€tua  I  untuk  nelaksanakan  tugas  dan
fungsi, dalam hal Ketua dan Ketua I berhalangan.

5.     Sekretaris :

a.     Melaksanakan tugas=tugas administrasi Komisi pengawasan

b.     Menyiapkan  bahan  koordinasi  dalam  rangka pemantauan  dan

pengawasan pupuk dan pestisida

c.     Menyiapkan  bahan  pelaksanaan  operasional  pemantauan  dan

pengawasan   pupuk   dan   pestisida   untuk   sektor   pertanian
Kabupaten Cirebon

d.     Menyiapkan   bahan   laporan   pelaksanaan   pemantauan   dan

pengawasan   pupuk   dan   pestisida   untuk   sektor   pertanian
Kabupaten Cirebon

6.     S€kretarisl :

a.     Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dan pelayanan
administrasi Komisi Pengawasan

b.     Membantu   Sekre,tarns  dalam  m€nyiapkan  bahan  koordinasi,

pelaksanaan, pelaporan dan rumusan kebijakan pemantau dan
pengawasan pupuk dan pestisida

c.     Membantu   Sekretaris   dalam   m€.nyelenggarakan   rapatarapat
internal Komisi Pengawasan

d.     Membantu sekretaris dalam mengumpulkan dan mengolah data
serta menyiapkan laporan

e.     Mewa]dli sekretaris dalam hal sekretaris berhalangan.

7.      Sekretarisll :

a.     Membantu sekretaris dan sekretaris I dalam melaksanaan tugas
dan' pe.1'ay:anarl adrini'strasi Korisi PeHgaw`asan-

b.     Membantu sekretaris dan s€kretaris I dalam rnenyiapkan bahan
koordinasi,   pelaksanaan,   pelaporan  dan  rumusan  kebijakan

pemantau dan pengawasan pupuk dan pestisida



C.

8.

MezrLbantu  Sekretaris dari  Sekretaris I  dalazmL merfyelenggaraafi
rapat-rapat internal Komisi Pengawasan

d.     Membantu sekretaris dan sekretaris I dalam mengumpulkan dan
mLerigolah data serta zr.eriyiapkari laporarL

e.     Mewakili  Sekretaris dan  Sekretaris I  dalam hal Sekretaris dan
Sekretaris I berhalangan.

ArL88Ota :

a.     Menyiapkan  data dan  informasi,  memberikan  masukan,  saran
dan pertimbangan sesuai tugas,  fungsi,  dan wewenang kepada
Ketua dalam. rarigka perumLusaLn kebijakaL-. , periyiLisurian rericaria,

pelaksanaan operasional, tindak lanjut, evaluasi dan pelaporan
pengawasan  pupuk  dan  pestisida  untuk  sektor  pertanian  di
Kabupaten Cirebon

b.     Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan pupuk
dan   pestisida   oleh   Pemerintah   Kabupaten   Cirebcm   sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan

C. Membantu penyusunan bahan laporan pengawasan pupuk dan

pestisid`a untuk sektor pelfaniarl di Kabupaten C-irebcm.

Pj. BLTP,ALTI CIP`EBON,

V,7AHYT`,T  I,4IJAYA
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Pj. Bupati Cirebon
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I Dokunen
Kaputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Komisi Pengawasan
Pupuk dan Pestisida  Kabupaten Cirebon

.Pt!pdr.dan._.pestjisidaenae±pakansalana€pegeutLanian¥angsangat.paati]ng=bngipect!!REbichap.dan.pLarLhahaagan
tananan sehingga kualitas den penggunaarmya perlu diawasi agar penggunaannya optimal. Prinsip 6T yaitu tepat
waktu, tepat dosis, tapat jenis, tepat sasaran, tapat cara dan tapat harga sebagai bentuk pengawasan pupuk dan
pestisida. Sinergitas pengalokasian dan distribusi serta pengawasan pupuk dan pestisida perlu membentuk Komisi
PengawasanPupukdanPestisidadenganKeputusanBupatiCirebon.TujuanKomisiPengawasPupckdanPestisida
`ade!sh a-Jbagri ELrads±h keordrfusi `umtck -melck`ulrm -pengavasan -ten-hadap -peredsrm -dan pengg{maan prprck {]an

pestisida secara terpadu antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida.
Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendukung sinergitas pengalokasian dan distribusi serta pengawasan

pupuk dan pestisida di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 bersana ini kami sampaikan Pembentukan pengawasan
Pupuk  den  Pestisida  Kabupaten  Cirebon.  Demikian  Kami  sampaikan  dan  atas  perhatiannya  Kani  ucapkant-ach.



\

•-i
'           PEMERINTAH IIABUPATEN CIREBON

DINAS PERTANIAN
Jalan Sunan Ampel No. 2, Telp. (0231 ) 320988

\^lebsite: b!£p.//ciistan_ cirebonkab. gQjg ;  Email:  distan®cirebonkab.ao. id

SUMBER
45611

Sumber, 14 0ktober 2024

Kapada Yth.
Dari
Tanggal
Nomor
Sifat
Lanpiran
Perfual

NOTADINAS

Pj. Bupati Cirebon
Kapala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
14 0ktober 2024
500.6.7.4/4fcI
Penting
1 Dokunen
Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Komisi Pengawasan
Pupuk dan Pestisida .(kp3) Kal]upaten Cirebon

.tr:::nhan+a.nDa_LanhLn.F^_.D^.~nt,^¥tvIA

Pupuk dan pestisida merupakan sarana pertanian yang sangat penting bngi pertumbuhan dan perkembangan
tanarmn sehingga kualitas dan penggunaannya perlu diawasi agar penggunaannya optinal. Prinsip 6T yarfu tapat
waktu, tapat dosis, tapat jenis, tapat sasaran, tapat cara dan tepat harga sebagai bentuk pengawasan pupuk dan

pestisida. Sinergitas pengalokasian dan distribusi serta pengawasan pupuk dan pestisida perlu membentck Konrisi
Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dengan Keputusan Bupati Cirebon. Tujuan Komisi Pengawas Pupuk dan
Pestisida  (KP3)   adalch   sebngal  wadah  kcordinasi  unfuk  melakukan  pengawasan  terhadap  peredaran   dan

penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida.
Beckaltan  dengan hal tersebut, untuk menchikung sinergitas pengaloka`sian dan disrribusi  set.ta pengawacan

pupuk dan pestisida di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 bersana ini kani sanpaikan Pembentukan pengawasan
Pupuk den Pestisida (KP3) Kabupaten Cirebon. Denikian Kani sampaikan dan atas perhatiannya Kani ucapkan
terimakasih.


